BAB VI
PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan dalam penelitian ini baik dengan metode
kuisioner, wawancara, dan studi dokumentasi di kantor Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
Kalimantan Tengah, peneliti berusaha untuk menjelaskan tingkat persepsi masyarakat apabila
kegiatan reformasi birokrasi pelayanan publik baik dari pengguna layanan dan penyedia layanan di
laksanakan di kantor Kecamatan Bulik, dan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang
mempengaruhi dalam upaya menuju pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan publik di kantor
Kecamatan Bulik pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah diatas
peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur factor yang menjadi tolak ukur dalam reformasi
birokrasi pelayanan publik untuk menjadi lebih baik. Berikut adalah hasil penelitian yang telah

diolah oleh peneliti :

Penerapan indicator kinerja reformasi birokrasi pelayanan publik dengan indicator pertama
yaitu perubahan penguasa menjadi pelayan mendapat skor indeks 4,01 masuk kedalam kategori
baik, indicator mendahulukan peranan dari wewenang mendapat skor indeks 4,18 masuk kedalam
kategori baik, indicator tidak berfikir hasil produksi mendapatkan skor indeks 4,07 masuk kedalam
kategori baik, indicator perubahan management kinerja mendapat skor indeks 3,64 masuk kedalam
kategori baik, dan indicator perubahan cara berfikir mendapatkan skor indeks 3,36 dan masuk
kedalam kategori cukup / kurang. Rata-rata hasil skor indeks dari kelima indicator diatas

mendapatkan skor indeks 3,85 dan masuk kedalam kategori Baik.



Indicator yang mendapat skor indeks terendah yaitu indicator perubahan cara berfikir. Dalam
indicator ini terdapat perubahan cara berfikir dari pola fikir, pola sikap, dan pola tindak. Dari hasil
penelitian didapati variable pertama yaitu berfikir untuk perubahan akan hasil akhir pelayanan
mendapat nilai indeks 2,95 masuk kategori cukup / kurang, variable kedua yaitu kepuasan
masyarakat harus menjadi prioritas utama mendapat skor indeks 3,13 masuk kategori cukup /
kurang, dan variable ketiga yaitu tidak mempersulit keperluan masyarakat mendapat skor indeks
3,99 dan masuk kedalam kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan dari penyedia
layanan dengan indicator perubahan cara berfikir dengan variable berfikir untuk perubahan hasil
akhir pelayanan dan kepuasan masyarakat harus menjadi prioritas utama masih kurang. Ini menjadi
catatan kepada Camat Kecamatan Bulik agar hasil akhir pelayanan dan kepuasan masyarakat harus
menjadi priotitas utama yang tidak dapat dikesampingkan. Produk layanan yang baik, sesuai dengan
apa yang di inginkan masyarakat, tidak berbelit belitnya sistem pelayanan yang ada dan kepuasan
masyarakat adalah perubahan yang nyata yang dapat di lakukan oleh kantor Kecamatan Bulik agar

tercapainya reformasi pelayanan publik yang selama ini didambakan oleh masyarakat.

Dalam pengukuran factor yang mempengaruhi dalam upaya menuju kegiatan reformasi
birokrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara dan kuisioner,
dalam pengukuran matriks pengaruh penerapan reformasi pelayanan publik peneliti membagi dua
penelitian lagi yang ditujuan untuk penyedia layanan dan pengguna layanan. Ini bertujuan untuk
mengetahui apakah banyak permasalahan yang terjadi dalam upaya reformasi pelayanan publik dari
penyedia layanan atau dari pengguna layanan. Pembagian ini bertujuan untuk mengetahui lebih
dalam kendala yang di hadapi baik dari pengguna dan penyedia secara adil. Dibawah ini adalah

hasil penelitian yang di lakukan di kantor Kecamatan Bulik dengan enam factor yang



mempengaruhi. indicator utama yaitu Kesadaran, Aturan, Organisasi, Pendapatan, Keterampilan
Tugas, Sarana dan Prasarana.

Penjelasan dengan indicator pertama yaitu Kesadaran mendapatkan Skor indeks 4,00 dan
masuk kedalam kategori baik, kedua indicator aturan mendapat skor indeks 4,08 dan masuk
kedalam kategori baik, ketiga indicator organisasi mendapatkan skor indeks 4,38 masuk kedalam
kategori sangat baik, keempat indicator pendapatan mendapatkan skor indeks 4,34 masuk kedalam
kategori sangat baik kelima factor keterampilan tugas mendapatkan skor indeks 4,29 masuk
kedalam kategori sangat baik, dan factor sarana dan prasarana mendapatkan skor indeks 4,34 masuk
kedalam kategori sangat baik. Dari penerapan factor-factor yang mempengaruhi dalam upaya
menuju reformasi birokrasi pelayanan publik yang di lakukan oleh penyedia layanan, keenam
indicator acuan yang harus dilaksanakan dalam upaya reformasi pelayanan publik sudah berjalan
dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Bahkan untuk indicator organisasi, pendapatan,
keterampilan tugas, sarana dan prasarana mendapatkan predikat sangat baik dalam pelaksanaannya.
Sedangkan untuk indicator terendah yaitu kesadaran dengan variable kepuasana masyarakat harus
menjadi prioritas utama. Permasalahan yang terjadi yaitu menurut responden ada beberapa aparatur
yang menurut masyarakat ketika pelayanan yang di berikan telah selesai merka tidak menanykan
kepada masyarakat apakah pelayanan yang di berikan sudah mendapat kepuasan dari masyarakat.

Tetapi sebagian besar petugas pelayanan sudah melaksnakan variable ini dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang upaya menuju kegiatan reformasi
birokrasi dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan
Tengah telah mampu untuk melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik

dengan baik. Dengan melaksanakan indicator perubahan yaitu perubahan penguasa menjadi



pelayan, mendahulukan peranan dari wewenang, tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir,
perubahan management kinerja, serta perubahan cara berfikir (pola pikiran, pola sikap, dan pola
tindak). Dan factor yang mempengaruhi reformasi Birokrasi pelayanan publik yaitu Kesadaran,
Aturan, Organisasi, Pendapatan, Keterampilan Tugas, Sarana dan Prasarana ikut membantu dalam

upaya pelaksanaan kegiatan reformasi pelayanan publik menjadi lebih baik.

V1.2. SARAN

Dari tingkat persepsi masyarakat terhadap upaya menuju reformasi birokrasi pelayanan
publik, kantor Kecamatan Bulik mampu untuk melaksana dengan baik, akan tetapi masih ada
indicator yang harus lebih di tingkatkan lagi dalam pelaksanaanya. Kepuasan masyarakat tetap
menjadi prioritas utama yang harus di jadikan tolak ukur dalam keberhasilan. Menanggapi berbagai
macam keperluan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Bulik, Pemerintah
Kecamatan Bulik dituntut lebih baik lagi dari waktu ke waktu dalam melayani. Mewujudkan
pelayanan publik yang prima adalah sebuah misi yang harus di wujudkan tidak hanya menjadi
sebuah angan belaka.

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian yang telah di lakukan dapat
menjadi acuan pihak kantor Kecamatan Bulik agar selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu
agar keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi semakin baik. Dan pada
umumnya bagi pemerintah Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk
memperhatikan fasilitas-fasilitas yang tersedia di kantor-kantor camat lainnya. Dengan pelayanan
yang baik, fasilitas yang nyaman, etos kerja yang mumpuni membuat masyarakat dapat dengan
mudah untuk loyal terhadap pemerintah sehingga memudahkan untuk menentukan kebijakan yang

akan diambil kedepannya. Dengan hasil penelitian yang telah di lakukan di kantor Kecamatan Bulik



tentang tingkat persepsi masyarakat dalam upaya menuju kegiatan reformasi birokrasi pelayanan
publik, maka lingkup dari kegiatan reformasi birokrasi pelayanan publik harus mulai di perluas
sampai ke daerah kecamatan. Daerah tingkat Kecamatan Bulik menurut persepsi masyarakat
sanggup untuk melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi pelayanan publik yang secara garis besar
bahwa kegiatan ini akan menjadi kegiatan dari pemerintah pusat dalam rangka menjadikan seluruh
tingkat daerah yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Sudah saatnya kegiatan pemerintah yang
bertujuan menjadikan sistem pelayanan menjadi lebih prima dilaksnakan di seluruh lapisan, agar
perubahan yang nyata akan pemerintahan yang lebih baik bukan menjadi angan-angan semata. Dan

semakin cepatnya realisasi dari program pemerintah yaitu Road Map RB.
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